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W ALIKOTA BITUNG 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR 23 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEMBERIAN INSENTIF DAN 
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG 

WALIKOTA BITUNG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi pada 
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang dapat menunjang 
pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan 
ekonomi di Kota Bitung serta untuk meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja, perlu memberikan fasilitas dan 
kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung; 

b. bahwa demi terwujudnya percepatan kegiatan berusaha di 
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Pemerintah Kota Bitung 
perlu mengambil kebijakan strategis dalam pemberian 
Insentif dan Kemudahan di Kawasan Ekonorni Khusus 
berupa pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan 
Ekonomi Khusus Bitung belum ditetapkan, maka perlu 
menetapkan dengan Peraturan Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Dan 
Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi 
Khusus Bitung; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3421); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4742); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5066); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah 
Tertentu {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak 
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang 
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5371); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang 
Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5783); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan 
Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Nasional dan 
Dewan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 277); 

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan 
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi 
Utara; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2017 
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non 
Perizinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung; 

21. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 119 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Administrator Kawasan 
Ekonomi Khusus Bitung Provinsi Sulawesi Utara; 
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Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bitung Nomor 106) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Bitung Nomor 33); 

23. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 
Nomor 117); 

24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 
8); 

25. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung 
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Bitung Nomor 138); 

26. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 
141); 

27. Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 
2016 Nomor 48); 

28. Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi 
Khusus Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 
Nomor 45); 

29. Keputusan Walikota Bitung Nomor 188/HKM/SK/221 / 
201 7 ten tang Penetapan Kepala Administrator Kawasan 
Ekonomi Khusus Bitung; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF 
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI 
KA WASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung. 
2. Walikota adalah Walikota Bitung. 
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3. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kata Bitung. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bitung. 

5. Instansi Teknis adalah Perangkat daerah yang melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan 
terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing. 

6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh 
hasil yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya 
kemakmuran rakyat. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada 
penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di 
daerah. 

12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah 
kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman 
modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

13. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, 
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala DPMPTSP 
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan 
usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing. 

18. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan 
pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk 
penandatangannya atas nama pemberi wewenang. 

19. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan 
pertanggungjawaban perizman dan non perizinan, termasuk 
penandatangannya atas nama penerima wewenang. 
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20. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan 
dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian 
dan memperoleh fasilitas tertentu. 

21. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang selanjutnya disebut KEK Bitung 
adalah Kawasan yang terletak di Wilayah kecamatan Matuari, Kota Bitung, 
Provinsi Sulawesi Utara yang terletak dalam batas-batas koordinat 
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. 

22. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk 
membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. 

23. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yang selanjutnya disebut 
Administrator adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk untuk setiap 
KEK guna membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan KEK Bitung 
yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Ekonomi 
Khusus Bitung. 

Pasal 2 

(1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang dimaksud dalam 
Peraturan Walikota ini adalah dukungan Pemerintah Kota Bitung kepada 
penanam modal di KEK melalui keringanan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemotongan 
atau pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 50o/o (lima 
puluh per seratus) dari nilai yang ditetapkan. 

Pasal 3 

Walikota melimpahkan kewenangan Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan terhadap Penanam Modal di KEK Bitung kepada Kepala 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. 

Pasal 4 

(1) Pemberian Insentif Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan kepada penanam modal yang mengajukan permohonan izin untuk 
melakukan kegiatan usaha di KEK Bitung. 

(2) Insentif dan kemudahan diberikan pada saat perhitungan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ditetapkan akan dilakukan pemotongan atau pengurangan 
sebesar 50°/o (limapuluh per seratus) dari nilai yang ditetapkan, dengan cara 
se bagai beriku t : 
a. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui SKPD dan 

SKRD; 
b. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang; 
c. setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang insentif diberikan oleh 

Kepala Administrator KEK sebesar 50o/o (lima puluh per seratus) dari nilai 
yang ditetapkan; dan 

d. tata cara pembayaran dilakukan sesuai dengan standar operasional 
prosedur yang telah ditetapkan. 
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Pasal 5 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung. 

Ditetapkan di Bitung 
Pada tanggal 19 Maret 2018 
r- \.. \ l 

;�z�TLffa ' A BI�UNG, 
.·,. \¥:'I',�..:... - ._k_ - 
��;�! \l_. ---- .· ..... ;-,.....'· - - lVIAXIMILIAAN JONAS LOMB.AN 

Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal 19 Maret 2018 

t.1LA 

"" AUDY R� D RICHARD PANGEMANAN 

SERITA AERAH KOTA S!TUNG TAHUN 2018 NOMOR 23 

Sallnan sesual dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

S A K TA ITUNG, 
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